KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN SELAMA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak
dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan
wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b.bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan
Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Hulu Sungai
Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Hulu Sungai
Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6102);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 240;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun
2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan
Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019;

Peraturan Daerah KabupatenHulu Sungai Selatan Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2016 Nomor 13 Tambah Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2019 Nomorb 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7);

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun
2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugasdan Tata
Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2016 Nomor 76);

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 41);

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun
2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 44);

Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor
188.45/167/KUM/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Status
Tanggap Darurat Pencegahan dan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang
Pelayanan Standar Pelayanan Publik Selama Masa Pandemi
Corona Virus Desease 2019 pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai
Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

Standar Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai
Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi.

Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh
penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam
penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara,
aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 25 Agustus 2020
KEPALA DINAS,

Tr Hj ELYANI YUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660722 199303 2 006



Nama Unit Pelayanan

Jenis Standar Pelayanan

STANDAR PELAYANAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pelayanan Perizinan Selama Masa Pandemi Covid-19

NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1. | Persyaratan Sesuai dengan persyaratan semua perizinan yang sudah
dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai selatan
2. | Sistem, mekanisme | a. Mengukur suhu tubuh pemohon yang datang;
dan prosedur b. Menggunakan standar Protokol Kesehatan dalam
Pencegahan Covid-19 (memakai masker, mencuci tangan
dengan sabun, memakai sarung tangan,memakai face
sheild, pengunakan hand sanitizer, menjaga kebersihan
tempat kerja);
c. Menerima Berkas kemudian dimasukan kedalam kotak
sterilisasi;
d. Memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat data
pemohon;
e. Menyerahkan berkas ke back office.
3. |Jangka waktu
penyelesaian Sesuai SOP
4. | Biaya/tarif Gratis dan berbayar
S. | Produk Pelayanan Sesuai dengan persyaratan semua perizinan yang sudah
dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai selatan
6. | Penanganan
pengaduan/saran/ | Oleh Tim Penanganan Pengaduan
masukan

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660722 199303 2 006




Nama Unit Pelayanan

Jenis Standar

STANDAR PELAYANAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pelayanan

Pelayanan Perizinan Selama Masa Pandemi Covid-19

NO

KOMPONEN

URATAN

1

2

3

1.

Dasar Hukum

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830

Tahun tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan
Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Bagi
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan
Percepatan Penanganan Covid-19;

.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44

Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

. Tersedia Tenaga.
. Tersedia Sarana dan Prasarana sesuai Undang-

Undang Nomor 25 tentang Pelayanan publik.

Kompetensi pelaksana

. Memahami dengan baik kegiatan yang harus

dilakukan dalam menunjang tugas;

. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku

dalam pelaksanaan kegiatan;

. Memahami dengan baik peraturan perundang-

undangan tentang pelayanan publik;

. Mempunyai komitmen tinggi untuk

menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat
sasaran dan tepat waktu

Pengawasan Internal

. Kepala Dinas
. Kabid PTSP

Kasi Perizinan Jasa Usaha

. Kasi Perizinan Jasa Tertentu

Jumlah Pelaksana

a
b
C.
d
4

(empat) orang

Jaminan Pelayanan

Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran, efektif dan
efesien.

Jaminan Keamanan

a.

b.

Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang
logo Lambang Daerah Kab. HSS

Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang
berwenang dan disetempel basah

Evaluasi kinerja pelaksana

Secara berkala setiap bulan
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